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Pokok Materi
o Poin - Poin krusial POJK No. l Tahun 2013 vane harus

menjadi perhatian pelaku Indushi BpR.
o Langkah - langkah yang harus dipersiapkan oleh

petaku Induski Bp( dal6m menyitipipoiK \i;.1
Tahun 2013
Mengkaji antara UU No. 10 Tahun 1998 denean UU
No. $Tahun 2010 tentang TppU, khususnvilie*uiibun
p_erbankan.memberikan ilata informasi pehgguna 

JasaKeuangan ke PPATK.
Sollrsi yang diberikan kepada pelaku industri
perbankan terkait permasalah:in kerahasian Bank dan
programTPPU. '

o Hal-hal.lain y.ang terkait dengan pengembangan
industri BPR ke ileoan
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Permasalahan hukum yang dibahas:

Bagaimanakah kedudukan rahasia perbankan
dalam usaha di bidang Penyedia Jaia Keuangan
(PJK)?

Bagaimanakah kedudukan peraturan pelaksanaan
dengan norma hukum dalam undang-undang
yang mengatur di bidang perbankan?
Bagaimana hubungan antara rahasia bank dengan
penegakan hukum? Dary
Bagaimanakah kedudukan perjanjian baku dalam
usaha di bidang Penyedia Jasa Keuangan?

Kedudukan Rahasia Perbankan Dalam Usaha di
Bidang Penyedia Jasa I(euangan (pJI()



LSIOT/20!4

Rahasia Bank:

s BerdasarkanPasal40 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahunl992tentang Perbankan, pihak
Bank dan pihak Terafiliasinya wajib
merahasiakan keterangan mengenai Nasabah
Penyimpan dan simpanannya, pada ayat (1)
ditegaskan " Bank w ajib merahasiakan
keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan
simpanannya.,."
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Pengecualian membuka Rahasia Bank
menurut hukum positif (sekarang):

E

E

Pasal 4L, untuk kepentin gan perpajakan,
Pasal 41A, untuk penyelesaian piutang bank yang
sudah diserahkan kepada Badan Urusan piutine"dan
Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara)i
Pasal42, untuk kepentingan peradilan dalam perkara
prcrana,

Pasal 43, dalam perkara perdata antarbank dengan
nasabahnya,
Pasal 44, untuk kepentingan tukar-menukar
informasi antar bank. dan
Pasal44A, atas permintaarL persetujuan, atau kuasa
dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

E

E
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]aminan Konstitusi:

o Perlindungan kerahasiaan ini dilindungi secara
konstitusional dalam Pasal28G ayat (1f UUD
1945 yangmenyatakan:
"Setiap orangberhak atas peilinilungan itiri
pribaili, keluarga, kehormatan, martabat, ilan
HARTA BENDAYANG DI BAWAH
KEKIIASAAI{NyA, serta berhak atas rasa
aman dan p erlinilungan ilari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuata yang merupakan hak &sasi,,.



rs/o7/2014

LEGALITAS PENYAMPAIAN DATA
NASABAH

PPATK bersikap pasif:
. Melaksanakan ketentuan kewaiiban hukum psl 23

ayat (1) UU PP TPPU.
. Perbuatan penyarnpaian data keuangan nasabah

(membuka rahasia bank) atas inisiatif dan dilakukan
sendiri oleh PJK.

r Jika terjadi permasalahan hukum perbankan,
sebagai perbuatan melawan hukum,
tanggungSaw aban hukum administrasi keuangan
dan tanggungjawab pidana ada pada pfK

UU RI NO.8 TAHUN 2O1:A

B
(1)

L"H,;'f#illi:ilg:l i:hg1gfr{ff f ",-,1"fitm 
Pdsar 17 dvdt (1) hurura evaiibmeriyamfaikan lapoian

a. Transalsi Keuangan M
PPATK yang meliputi:

I rarsdlsi Keuargah Merruigikall;
Trdnakti X€uanqd Tulai dalam iumtah Dali
atau doqdr rrat; |hp einq van;nil,inv" s

b. Trarsksi Keuancm T
atau denqa rrad |h
nuupunleberapa kati

nlmg yrng ruramva s€ta&, vans
ranlaki dalam r-(satu) rEi ke;

n 1 unai ddlan iuntah paling sedilir Rp500.m0.000/00 0ima ratu! iu ra ruDi6h)m&almg ycrg tlllany€ s€rara, yihg drrahldn baik ddtd sahr kdti Trahsalli

(21

(3)

mauFm t'€!€rapa kaliTnnsaki dalam l-(sahr) hari k€iE dan/atauc. Transaki IQuangan rransfer daru dari dan ke l@ neceri.
'erubahan besdmya iumlah Transaksi KeuaneanT;nai sebaoaPerub_ahan be.sdmya iumlah Transaksi KeuanganTurui seba&aifilana dirt].|ksud pada

ayat (l) huJul b diktapkan dengan Kepu tusari Kepa Ia ppATK.

F:amXd jumlah Trdnsaksi Keuangan transfe! dand dari dan ke luar neseri vanswaiib
ftSlfff;f,ATp"g"*"* dimaksuil pada ayar (1) hurufc di,atur dengan'liiituiin -,'-

Ke;aiiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b d ikei-ua lika n terhada D:
a. Trd.nsaki ysng ditakutdn oleh penyedid iasa reumgdn dengs p€merinbh dan bank smlrdlD. I iansalcs! unhrr pembayedn gaii.rau peEiutl dd
c. TraMki lnin vds diretaotd oleh Keoala ppATK atau atas perminiaan Fnyedia,asa L€uanganyang drsetuiuibleti PPAT(
Kewajiban pelapora n sebagainla na dim6 ksud pada ayat (1) huruJ b tidak berlaku untuk
I ransa k5i yang dikecual ikdn.
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LEGALITAS PENYAMPAIAN DATA
NASABAH

PPATK bersikap aktift
. Melasanakan ketentuan pasal 40 huruf d. pasal 44

eyqt!!lhurufa,b,c,d dan g dan pasat 44.ayat (2) UU
Rl 8 TH 2010 ttg PP TPPU.

. PPATK meminta informasi/keteranqan data
keuangan nasabah kepada pJK dati pendukunq kpd
intansi pemerintah dan lembaga swista.

. Alasan: kegiatan keuangan nasabah terindikasi TppU
dan/atau tindak pidana lain.

. Tujuan untuk memastikan adanya duqaan teriadinva
tindak pidana (penyelidikan) atau membantu 

-
penyidik.

. Tanggungjawaban hukum adm inistrasi keuanqan
dan tanggunqjawab pidana pada ppATK dan pjf.

UU RI NO.8 TAHUN 2ATO
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UU RI NO.8 TAHUN 201.0
{l ) Dalam .angra ndaksMtrn fungsi aMlisjs arau p€neriksaan laporan dm info.m.si s€bag.im.na dimakeld
dalam Pel 40 huruf d, PPATK dapat
A. MEMINTA DAN MENERIMA LAPORAN DAN TNFORMASI DARI PIIIAK PELAI'O&
B. MEMINTA INFORIIIASI KEPADA INSTANSI ATAU PIHAK TERKAIT,
c. MEMINTA INFORMASI KEPADA PITIAK PEI-APOR BERDASARKAN PENGEMBANGAN I.{!IL

ANALISIS PPATK,
D. MEMINTA INFORMASI K€PADA PIII]{'K PELAPOR AERDASARKAN PERMTNIAAN DAII TNSTANSI

PENEGA( }IUKUM ATAU MITRA KERJA DI LUAR NEGEru,
e. tMerutd lito.haei ddl.ra! hasil ear5jj tepada insr4i p€minr., b.i! .ri dalam mup6 di Iu.r negBr,t llHerima rrF.d dd/atau inlomGi da.i msyd.r.tlhghai.d.ny. dugaa. rjndrk pi.im perrud; Ua,,G. MEMINTA KEITIiANGAN KEPADA PTI{AK PETAT'OI, DAN PIHAK T.{IN YANG TERKAII DINGAN

DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCTAN UANG;
tr Tlallyg::fl Ypd. inrr@ penesir hur.um nMsmdi Fnhnsny. mhrur,n nbFFr a',|u Fnv.dapan abrnrcru,eFrhn'rdM/.tau dor.unm.hrFonrt suardme& r\eienhr.n Fr,turdn p"mddg_him;e;
i. mmlnra p€n)€da Fsn tMnad slu* lMghsukan e@nrfa *luruh ,ta! *bagian Trdersi ye8 dikebnui at !dicungij mruFrlGn hae thd.l odan.j
i. remirta nlmai pertenbange laleM €n dan poyidit n ydgdiLku&d ot€h Fnyidit rinda* pidda aet dan

rindak pidana Pen ucim uane
k. mngadaLn,€giaran adnini"r."tit t in auU- trgt up t gus de rrnggdgj.w.b suai deng.. tet€ntuan Undang.

Undans ini dm
l. nereruskahasil o.li5is.iau Fmriled kepada Fnyidil
(2) PENYEDIA JASA KEUANGAN SEBACAIM NA DIMAXSUD PADA AIAT {I) HURUF I IIARUS

SEGERA MENINDAIQANIUII SETTLAH MENERIMA PE&MTNIAAN DARI PPAT(

E

Kecurigaan Sumber Dana
Nasabah:

Nasabah diharuskan untuk membuat pemvataan
bahwa dana yang dimasukan atau ditians(er ke
dalam iaringan sistem penyediaan iasa keuansan
/perbdnkari-adalah dana yang sah'dan halal. "
Persepsi terhadap dana nasabah, dana nasabah
bersumber dari harta yang tidak sah/illeeal. Tika
nasabah tidak mau memb-uat pemyataanlbeiarti
dana tersebut dicurigai bersurirbef dari h'asil
tindak pidana
Dasarkerugiaan: keaia-an keuangan nasabah atau
Protrl Keuangan nasabah.
Asas hukum: "Pruduga bersalah (ltresumpfion of
CuiIt)"

E

E

E

8
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Dugaan Terjadi nya Tindal<
Pidana:

PJK )---1/

z

z<
d<
e<
Ezt!

,'\
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' DATA \

KEUANGAN
NASABAH

z

z

E1

(n

E

-4Ar?..---\Lr--

Asas Hukum Terhadap Status
Keuangan Nasabah Bank:

E

E

Praduga bersalah (Presumption of guilt).
Nasabah memiliki keharusan untuk membuktikan
bahwa uang yang berada dalam jaringan sistem
keuangan pada Penyedia Jasa Keuangan
(PJK)/perbankan aclalah berasal dari sumber yang
sah dan legal.
Nasabah dalam melakukan transaksi waiib
membuat sbatement tentang sumber dan'a vane
sedang dimasukan atau didanfer dalam iaiing;n
sistem keuangan pada PJK/perbankan bahwa-
dana tersebut adalah berasal dari sumber sah dan
legal.
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E

E

PPATK

Mendasarkan pada asas: Praduga bers alah (presumption of guitt).
PPATK menduga adanya transaksi yang mencurigakan
(meskipun sudah membuat pemyataan pada pihak bank).
PPATK melakukan investigasi/penyelidikan dugaan terjadinya
tindak pidana atas dasar adanya transaksi yang mencurigakan.
Nasabah tidak diberi tahu dan tidak diberi kesempatan untuk
membuktikan bahwa uang yang berada dalam jaringan sistem
perbankan berada dalam objek kecurigaan ppATK, km tidak
meminta izin dari nasabah.

Nasabah telah membuat statement tentang sumber dana yang
sedang dimasukan atau dihanfer dalam jaringan sistem
perbankan bahwa dana tersebut adalah sah atau legal tersebut
tidak dapat dipercaya atau diduga tidak benar, maka ppATK
mencurigainya telah melaklukan transaksi keuangan yang tidak
wajar/diduga ada tindak pidana.

Pilihan Hukum Thd Rahasia Bank

o Untuk membahas pasal-pasal dalam UU Perbanlan yang membolehkan
untuk membuka rahasia bank atau rnembuka keterangan mengenai
nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur daLm pasal
41, untuk kepentingan perpaiakan, Pasal 41A, untuk penyelesaian
piutang bank yang sudah diserah.kan kepada Badan Urusan piutang dan
Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara), pasal4Z untuk
kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pasal43, dalam perkara
perdata antarbank dengan nasabahnya, Pasal44, untuk kepentingan
tukar-menukar informasi antar bank, dan Pasal44A, atas perminiaan,
persetujuaD atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara
tertulis; diperlukan persamaan pandangan mengenai:
r LANDASAN FILSAFAT HUKUM, ASAS-ASAS HUKUM,

DOKTRINAEORI HUKUM DAN NORMA HUKUM DALAM
SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESITu dan

. KEDUDUKAN RAHASIA BANK DALAM SISTEM PENYEDIA
JASA KEUANGAN DI INDONESIA.

10
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Kedudukan Peraturan Pelaksanaan dengan
Norma Hukum

Ada jenis peraturan perundang-undangan:
1. Nonna hukum dimuat dalam Undang-Undang
2. Peraturan Flaksanaan dari suatu undang-undang dimuat dalarn berbagai p€mturan

Flaksanaan sesuai denSan kodpetensinta masing-nasing.

Peraturan pelalsanaan tidak boleh memuat isi atau
materi/konten_yang bertentangan dengan norma hukum yang
dirnuat dalam Undang-undang.

fika terjadi pertentangan dengan norma hukum, yang
dimenangkan adalah norma hukum yang dimuat dalam undang_
undang.
Terhadap pihak yang dirugikan, dapat mengajukan permohonan
menguji materiil peraturan pelaksanaan ke Mahkamah Agung.
Terhadap pihak yang dirugikan karena adanya norma hukum
dalam undang-undang sebagai dasar dari peraturan pelaksanaan
tersebut, dapat mengajukan permohoan uji materil ke Mahkamah
Konstitusi.

CATATAN PERKAP PPATK NO.1
TAHUN 2014

o Berkaitan dengan wewenang melaksanakan ,,penerapan prinsrp
Mengenali Pengguna Jasa", pada awalnya setelah diterbitkan UU
RI NO. 8 Tahun 2010 ttg Tindak pidana pencucian uang,
sementara dilakukan oleh PATK (vide Pasal 18 ayat 6),iampai
dengan terbentuknya lembaga pengawas dan pengatur
menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

o Sekarang, sudah diterbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keunagan (OJK) yang memiliki
wewenang unfuk melakukan tugas nelakukan pengawasan dan
mengatur serta menetapkan ketenfuan prinsip mengenali
Pengguna fasa.

o Karena sudah terbentuk, maka PPATK tidak lagi memiliki
wewenang unfuk melaksarnkan "Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa" lagi, dan wewenang tersebut beralih kepada OJK.

11
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KETENTUAN UU RI 8 TH 2OI O

0)
(2)

Penerapan P nsip Mengenali pengguna 
Jasa

Pasal lS
Iambaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan primip mmg€nali pengguna 

Jasa.
Pihak Pelapor w6iib rrpnerapkan prinsip mengenali pen8guna Jasa yang djretdpkan oteh
senap LemDaga Fmgawas dan pengatur sebagairuna dimakud pdda ayat (t).
Kewajiban menerpkan prinsip menSendi pen$una 

]dsa s€bagainana dirnaksuat pada ayat
(z) qxaxuxan 

frdoa saar Erehrur€n hubungan usaha dengan penggurla 
Jasa;., l"rddparTrNlnXEMfdndo*dnbsbudgru,ndrn/,uumkutr,drg'&BnrahyapdUngsl|lttrrr'usr.

dengan Rplm.mo.m,m (frr6 tuln tupirn'
b. IerdipatTn$lsi KenCan Mo,trgrbn yang h.r*,n hdal piddM FLadan unS du rhdrt pid.e Fnda@

Pihal Pelapor meragulan kebenaEn inlomEsi yang dilapofkan pengguna 
Jasa.

tmbaga Pdgawas dan Pengatur w.jib ndaklaMkd pengawasn ata, *€paturlan pihak petapor daram
neftraplan p.insip nenSen.li PenssuD lasa.
P.i.sip mngenali Pmeguna tae eturang-ku.angnya nen uat
r. ,.lmdi*di P€ntglM rdsr
b, krtilri P€rylie Jaer drn
c. !€nanralan hrelsi Pdqg(s rae,
DALAM HAL BELUM TERDAPAT LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR-
KETENTUAN MENCENAI PRINSIP MENCENALT PENGGUNA JASA DAN
PENGAWASANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN KEPALA PPATK

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

PERATURAN PRESIDEN NO, 50 TAHUN 2011
Tlg Talaca]a P.r-.k:*rra '. Kc\lcnanqan l\sit pclapornn D Analisis Tr.uB.[:ii Keu$..n

o)

(2)

(3)

(4)

DAB Itr
PENGELOT-AAN DATA DAN INTORMASI MEL{LUI PENYELENCCAMAN S6TEM INFORMASI

P.sl12
Dalam nelak$Mlrn fug3i penSelolaan rtab dan infodari ydne diFmteh ppATK*biciin.u dimat uL
daldn P.sal 2 ayat (2) huruf b, PPATK beRm.ng nenyetdggar;r,in tisted ,nform.si. -
Penyelenggaraan 3lsrem inlomasi ditakut n dengo ca.a:
a. mmb.ngur lMgembandd, *na re@Uhara sist n aptibsi basis d:r., dan int arlrutr!. ietnol@i infomasL
b. mqgu mpull\.n *d. nHgevrtus' ddt d.n inio@r y,nadj!.flm oteh ppArK k,ra run,,ra,nil"xr-,t"
.. ndyihparl @@lihara, serra @Llukan Fngatunan dala dd infoms!
d, mnyajikan <t ti <t n inforrusi lntut k€buruhd pelrkenam tug.r tun8si, da wshane ppATK
d relenglapi srana dan prasaEna PPATk .ratan i.ngka Ftrjntaan de/atau perrutare dar. dm in6o@si

d{gan nrr.n{r arru pfiat Frbrt ba{d' dahm negeri mdupu dr tbr @gerl
l. nhyelneg.r.ran esialissi Fnggunen sist m.ptik4i tepad. pih.t P€t.Fr; <r&
G. MENYELENGGARAKAN SISITM INFORMASI TAIN YANG DTIETAPKAN OLEH KEPAIA

PPATK.

lgnf4engsar&n sistem infonasi ebagainu dimatsud pada ay.t (2) dapar ditaklkan w.ra mandni obh
PPATK aiau beterj. ema denSan pihak lain b.ik di datem nauP[n di luar_!%eri.
KE'TENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DTATIJR DENGAN PERATURAN
KEPALA PPATIC

L2



Ls/07/2014

Hubungan Rahasia Bank Dengan pelaksanaan
Pencegahan dan Pemberantasan TppU

. Penegakan hulum
Hukum Pidana

. Melalui rnekanisne
Sistem Pemdilan Pidana
(sPP)

.Sanksi pidana

REPRESTVf,
JUDICIAL

Pengecualian Rahasia Bank:
Berlahr. untuk petegakan hukum
pi d an a (Rep re s iu e I u di ci al)

. Ternatut Fnegakan hutum
d i bidans .dmitUst .si

' Tidak m€lalui SPP (sisbm

r€pedatian .tau duai)

. Tidak termasuk
pmegakan hukum

. Masuk dalam
bidang hukun
administlasi

Tindakan Preventif ke-l
Tindakan preventif adalah tindakan mencegah
terjadi tindak pidana pencucian uang.
Sebagai tindakan pencegahan, berarti belum ada
tindak pidana pencucian uan& yang paling dekat
adalah potensinya terjadinya pencucian uang.
Karena tindakan preventif belum termasuk
sebagai bagian tindakan penegakan hukum
terhadap dugaan terjadinya tindak pidana
pencucian uang, maka tidak diperkenankan
menggunakan instrumen wewenang sama seperti
penggunaan wewenang dalam penegakan hukum.

13
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Tindakan Preventif ke-2

Tindakan preventif adalah bagian tindakan di
bidang hukum administrasi.
Mengedepankan proses adminsitrasi dan
pengenaan sanksi hukum administrasi.
Pemberantasan termasuk bagian dari hukum
administrasi
Tidak termasuk penegakan hukum pidana,
maka tidak berlaku hukum pengecualian
terhadap pembukaan rahasia bank.

Sistem Penegakan
HukumPidana

Praduga tidak bersalah

Presumption of innocent

Kecudgaan dananya
bersumber dari tindak

Diduqa retah teriadi rindak DidaD
tpreaicat crinisl aan aaninya

disimpdn d.lam iaring.n sisten
keuiyan pada PIK

M€ngumpultin alat bukli dugaan
terFdinya lindak pidam dan
nl|emlapkan siapa pelakunya

Kegi.hr Penyid*r

T4
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RAHASIA PERBANKAN &
PENEGAKAN HUKUM

G*"il] .\ Gffi;--l d ENUr I -\ fEBffi*"Tftffiljffidr"tffiJi-'lful
li:x*-l |,ffi* | l:1L,",-. 1 l#HJffil
["..-'*"*l t-,-J til;,rlfl! [''*_J

Tanggung jawab hukum
Pembukaan Rahasia Bank

e PJK ) bertanggungjawab secara administrasi
keuangan perbankan, keperdataary dan
kepidanaan.

s PPATK ) bertanggungjawab secara
administrasi keuangan perbankary
keperdataary dan kepidanaan.

o Aparat Penegak Hukum ) bertanggungjawab
secara administrasi keuangan perbankan,
keperdataary dan kepidanaan.

15
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Perlindungan hukum:
Mentaatr undang-unclang dan perafu ran pelaksanaannva
{hindari melakukan perultan rirelawan hikum adminiStrasi
Keuangan perDanKanr;
Dilakukan dengan itikad baik (hindari itikad tidak baik.
itikad buruk, dan itikad buruk'yang kiminal);
Mentaati asas-asas penqelolaan keuangan yang baik dan
meryaga ranasta perbankan;
Tidak memperoleh perlindungan hukum:
a. Jika terladi perbuatan melawan hukum administrasi keuanean

perbankan,dikenakan sanksi administrasi dan keperdataanl
b. Jika terjadi perbuatan melawan hukum administrasi keuansan

perbankan terdapat sikap batin berupa itilad buruk vane k;iminat
atau itikad kriminal, perbuatan melawan hukum adririniEtrasi
keuangan perbanJ<an-menjadi perbuatan melawan huku m pidana
dan perbuatnnya memenuhi ur|sur-unsur tindak pidana.
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Kepada Yth,
Bpk. Dr. Mudzakkir
Pakar Hukum dan Dosen UII Yogayakarta
Di Tempat

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak
menjadi Narasumber dalam Seminar Nasional perbarindo dengan rcma :

"Kupas Tuntas Penerapan Perlindungan Konsumen dan Kajian Rahasia bank di BpR*
yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 di Hotel Merlynn park Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak dapat
mengirim email materi presentasi, yang akan kami perbanyak untuk dibagikan kepada
peserta.

Demikian kami kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima
kasih.

Seketariat
DPP PERBARINDO

Ridho
0812-10055850
0818-07795099

Gedung PERBARINDO
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bypass
Komp. Patra II No. 46, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp : (021) 4261445,33274700
Fax : (021) 4261463
Email :dpp@perbarindo.or.id

dpp perbarindo@yahoo.com
Website : www.perbarindo.or.id


